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Kementerian Agama (Kemenag)
berencana membentuk lembaga
baru yakni Lembaga Pengelola
Dana Umat (LPDU). Lembaga ini
nantinya akan disiapkan untuk

Disiapkan Untuk Menghimpun Dana Umat

Wacana Kemenayg Bentuk
Lemhaga Baru Jadi Polemik

nilainya diperkirakan bisa mencapai
Rp1.000 triliun setiap tahun.

Dana tersebut diharapkan dapat
dimantfaatkan untuk membantu
mengatasi kemiskinan tanpa

gh ) serta \ beban pajak.
herbagai dana keagamaan dari “Kalau dana umat ini kita
yang belum p

secara maksimal.

Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar menilai, potensi
dana tersebut sangat besar. Jika
seluruh sumber dana umat dapat
dihimpun secara terorganisasi,

ABIDIN FIKRI,

Apa tanggapan Anda terkait ren-

Apakah pembentukan lembaga

pada umat
dan masyarakat miskin, persoalan
tersebut mungkin bisa diselesaikan
melalui dana umat itu sendiri,” kata
Nasaruddin Umar.

Menurut Nasaruddin, potensi
tersebut berasal dari berbagai jenis

Wakil Ketua Komisi Vil DPR

Tidak Ada Masalah
Dengan lde Tersebut

&6

memberikan

Kemenag sebaiknya

penjelasan yang

jelas, agar tidak
menimbulkan simpang
siur atau disinformasi
di masyarakat.

Apa harapan Anda terhadap

dana keagamaan. Selama ini yang
paling dikenal masyarakat adalah
zakat. Padahal dalam syariat Islam
terdapat puluhan sumber dana lain
yang juga dapat dikelola.

Rencana atau ide untuk membentuk
lembaga baru ini menuai polemik
di publik. Ada yang menilai bahwa
pembentukan lembaga baru bersifat
keontraproduktif, karena di Indonesia
sudah banyak lembaga serupa.

Wakil Ketua Komisi VIIl DPR,
Abidin Fikri, mengatakan bahwa
ide atau gagasan dari Kemenag

BADIUL

tidak menjadi masalah. Namun, hal
terpenting adalah dikomunikasikan
dan dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada DPR.

Masyarakat juga perlu diajak
berdiskusi mengenai rencana
tersebut, agar tidak menimbulkan
miskemunikasi.

Sebaliknya, Direktur Riset Fitra,
Badiul Hadi, menilai rencana
pembentukan lembaga baru oleh
Kemenag perlu dipertimbangkan
secara matang. Keberadaan
lembaga baru berpotensi

HADI,

menimbulkan pemborosan
anggaran negara.

Badiul Hadi beralasan sudah ada
lembaga yang menghimpun dana
yaitu Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS), Lembaga Amil Zakat
(LAZ), Badan Wakaf Indonesia dan
Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH).

Untuk mengetahui lebih jauh
pandangan Badiul Hadi dan Abidin
Fikri terkait rencana pembentukan
lembaga baru tersebut, berikut hasil
wawancaranya.

Direktur Riset Fitra

Berpotensi Menyedot

‘e

Negara perlu fokus pada
integrasi data nasional
dana umat, penguatan
sistem transparansi
berbasis digital, serta
audit independen yang
dapat diakses publik.

lembaga, melainkan pada

Anggaran & Pemborosan

Hal ini berbahaya karena dana umat

cana Kementerian Agama memben-
tuk lembaga baru yaitu Lembaga
Pengelola Dana Umat (LPDU)?
Saya secara pribadi belum menge
tahui secara jelas rencana tersebut.
Jarena beluny mendaparkan informasi
resmi dari Kementerian Agama.

Apakah lembaga tersebut nanti-
nya akan berada di bav.ah Kemenag
atau berdiri di luas

Hal it juga pe jelas. Belum ada
penjelasan apakah lembaga tersebut
akan menjadi bagian dart Kemenag
atau berdiri secara independen.

Bagaimana dengan sumber pen-
danaan LPDU?

Hal tersebut juga belum dijelaskan,
termasuk dari mana sumber dananya.

ini berkaitan dengan regulasi yang
sudah ada?

Saat ini kita sudah memiliki Un
dang Undang Zakat dan Undang
Undang Wakaf. Perlu diperjelas
apakah rencana ini akan merujuk
pada undang undang yang ada atau
justru membutuhkan regulasi baru

Jika harus membuat undang un-
dang baru, apayang periu dilakukan?

Jika memang diperlukan undang
undang haru. tentu harus dikomuni
kasikan tetlebih dahulu dengan DPR

Apakah DPR sudah diajak
berdiskusi terkait rencana ini?

Sejauh ini belum ada rapar atau
pembahasan dengan Kementerian
Agama terkait hal tersehut

Kemenag mengenai rencana ini?

Kemenag sebaiknya memberikan
penjelasan yang jelas. agar tidak
menimbulkan simpang siur atau dis
informasi di masyarakat

Apakah Anda menalak ide pem
bentukan lembaga tersebut?

Tidak ada masalah dengan ide
tersebut. Namun. ide ity harus
dijelaskan dengan batk agar dapat
dipahami dan dibahas secara opti
mal. apalagi jika dirumuskan olch
Kemenag.

Apa risiko jika tidak ada penjela
san yang jelas’

Jika tdak dijelaskan secara ter
buka, hal ini berpotensi menimbulkan
misinformasi di masyarakat. m REN

Kemenag yang ingin membuat Lem.
baga Pengeloka Dana Umat (LPDU)?
Rencana pembentukan LPDU oleh
Kemenag harus dipertimbangkan se
cara serius. Ini bukan sckadar inovasi
kehijakan. tetapi menyangkut acah
tata kelola dana umar di [ndonesia

Mengapa Anda menolak?
Pertanyaannya sederhana, apakah
kita benar benar tidak memiliki
lembags, siai Justn kekiranzan tzin
kelola yang baik.
Saat ini, negara sudah memiliki ber
bagal isrumen pergelaan dana st
1 Amil Zakat Nasional (BA.
FXRS), Lembogn Al Zakent (1 A7)
Badan Wakaf Indonesia dan Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPIH),
Artinya. prablem utamanya bukan

lemahnya integrasi, ransparansi, dan
akuntabilitas. Jika persoalan dasimya
tidak dibereskan. maka pembentukan
LPDU berpotensi hanya menjadi solusi
semu, menamhah sirukiur fanpa mem
perbaiki subsansi. Belum lagi yang
dikelola di luar Pemeriniah, baik oleh
ormas maupun yayasan/swasta,

Menurut Anda, apa dampak jika
LPDU dibentuk?

Kami melihat ada risiko serius
jika lembaga baru ini dipaksakan.
Pertama. poiensi duplikasi fungsi
yang jusiru membingungkan puhlik.
Kedua, fragmentasi pengelolaan dana
umar yang dapar menurunkan tinglat
kepercayaan masvarakat, Ketiga
terbukanya ruang sentralisasi dan
hahkan politisasi dana umat

sejatinya dibangun di atas prinsip
amanah, bukan kontrol kekuasaan.

Apakah bakal menyedot ang
garan negara?

Dari perspektif tata kelola anggaran.
pembentukan lembaga baru juga tidak

SDM,
hingga operasional. lika tidak ada
kejelasan dampak vang terukur, hal ini
berpolensi menjadi kebijakan berbiaya
tinggi dengan manfaat yang minim.
Kita juga tidak bisa menurup mata
bahwa pembentukan lembaga baru
sering kali sarat motif. Misalnya,
mulai dari kensalidasi sumber daya,
penciptaan Jegacy kebijakan, hingga
ruang distribusi jabatan. m RN

mulai dari struktur arganisasi,
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